BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangM asalah

L atarbel akangmasal ahpembangunannasionaladalahkegiatan yang berlangsung secara
terusmenerus  danberkesinambungan yang bertujuanuntuk  meningkatkan kesejahteraan
rakyatbai kmaterilmaupun spiritua untukdapatmerealisasikan tujuan tersebut

perlubanyakmemperhati kanmasal ahpembiayaanpembangunan.

Salah satuusahauntukmewujudkankemandirian Suatubangsaatau Negara
dalam pembiayaan pembangunanyaitumenggalisumberdana yang berasaldaridalam
negeri berupapg aksuratpemberitahuan  (SPT) adalahsurat yang  digunakanolehwajib
paj ak untukmel aporkanpenghitungandan/atauhartadankewajibansesuai denganketentuan peratura

nperundang-undanganperpa akan.

Fungsi dari suratpemberitahuanadal ahuntukmengawasi penerimaanpajakOl eh karenaitu,
kepatuhanpenyampaian SPT olehwajibpaj akharusditingkatkan

agar pengawasanpenerimaanpajakmenjadiefektif.

K epatuhanpenyampaian SPT dapatdilihatdariapakah SPT
telahdisampaikan ol ehwajibpaj akataubelum .pengisian SPT harusbenar, jelas,
dandilengkapidengan |lampiran- lampirannyasertaharusdi sampai kansesuai denganbataswaktu

yang telah ditentukan.



Penyampaian SPT inimen;j adiindikator persentasetingkat kepatuhanwajib
pajak dalammembayarpajak. Semakintinggipersentasepenyampaian SPT makamakintinggi pula
tingkatkepatuhanwajibpajak. Wajibpgak orang pribadi (WP OP) adalahsalahsatu Wajibpajak
yang memilikikewajibanuntukmelaksanakanSelf Assessment System dan wajibmenyampaikan
SPT namun, daamkepatuhanpenyampaian SPT Wajibpgak orang pribadi(WP OP)
adalahsalahsatuwgjibpgjak yang memilikikewajibanuntuk melaksanakanself assessment system
danwajibmenyampaikan SPT namun,dalam kepatuhanpenyampaian SPT WagjibPgjak Orang
Pribadi di  kpppratamabinjamasih ditemui  permasalahanantara lain  sepertiwgib
paj akterlambat/atautidakmenyampaikan SPT, adanyahambatan yang mempengaruhitingkat
kepatuhanpenyampaian SPT Wajib Pgak Orang Pribadi, upayauntuk mengatasihambatan yang

mempengaruhitingkat kepatuhanbelummaksimal.

SuratpemberitahuanT ahunanPgj akPenghasi | andapatdi sampai kanolehWajib Pajakolehmel
al uiberbagai carayaitusecaralangsung, melalui posdenganbukti pengirimansuratke Kantor
Pel ayananPgj aktempatwajibPaj akterdaftar,
melalui perusahaanjasaekspedi siataujasakurirdenganbuktipengirimansuratke KPP

tempat WajibPgjakterdaftardan e-filling pada website DirektoratJenderal Pajak.

Berdasarkanjumlahwajibpajak  di  kotabinjaipadatahunpgak  2016-2018  yang
terdaftar tahun 2016 sebanyak 29,729 darijumlahpelaporan SPT  sebanyak 8.430
atautingkat kepatuhanwajibpaj aksebesar 28.,29% kemudianpadatahun 2017
wajibpajakterdaftar sebanyak  45.999, darijumlahpelaporan SPT  sebanyak  19.914
atautingkatkepatuhan 43,29% danpadatahun 2018 jumlahwajibpajakterdaftarsebanyak 96.023

darijumlah pelaporan SPT sebesar 17.494 atautingkatkepatuhansebesar



18,21%. Makadilihatdari persentasekepatuhanwajibpaj akpadatahun 2016-2018,
jumlah persentasekepatuhanpelaporan SPT  wajibPgjak orang Pribadi  di KPP
PratamaBinjaimasih rendahkarenamasihdibawah  rata-rata 50%  bakuntuktahun 2016

sampaitahun 2018.

Berdasarkanuraiandiatas,
makapenulistertarikuntukmengangkattopikdalam LaporanTugasAkhirdenganjudul “TINJAUAN
ATAS TINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG

PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI *’

1.2 RumusanM asalah

Berdasarkanl atarbel akang yang telahdijel askansebelumnya,
makadiperlukan pengidentifikasi anmasal ahsebagaitol akukurpermasalahan yang diteliti.Masalah-

masal ah tersebutadal ahsebagai berikut:

1. Bagaimanakepatuhanpel aporan SPT  WagjibPgak Orang Pribadipada
Kantor PelayananPajakPratamaBinjai ?
2. kendala yang dihadapi dalampel aporan SPT Orang

Pribadi padakantorPelayanan PajakPratamaBinjal



1.3 TujuandanM anfaat

a. TujuanPendlitian
Adapun yang menjaditujuandaripenelitianiniadal ah:
1. Untukmengetahuibagai manakepatuhanpel aporan SPT wajibpgak Orang
Pribadi padakantorpel ayananpa akpratamabinjai
2. kendala yang dihadapidalampel aporan SPT Orang
Pribadipadakantor PelayananPgakPratamaBinjai
3. Untukmengetahui sertamembandingkanteori yang
didapatkanatau dipel g ari selamapendidikandenganpenerapannya di  lapangan.
Serta
mengembangkancarabertindakdanmeningkatkandayapenal aran mahasiswadalamp
enyajiansetiapl aporansecarabai kdanterarah.
4. Mendapatkanpengetahuandanpengalamanmahasi swadalam mewujudkanpol akerja
setelahmenyel esaikan
b. ManfaatPendlitian
1. Sebagaitambahanwawasanbagi mahasi swatentangkepatuhanpel aporan SPT
wajibpa ak orang pribadidalammeningkatkanpenerimaanpaj ak.
2. Sebagaikontribusipositifberupa saran daneval uasi sebagai
saran pertimbanganataspel aksanaankebi jakanperpaj akan di Kantor

Pelayanan PagjakPratamaBinjai.



1.4 MetodePendlitian

M etode yang diperlukandal ampel aksanaanPraktekK erjal apanganadal ahsebagai berikut:

a. TahapanPersiapan.
Di dalamtahappersiapanini,
penulisakanmel akukanpersi apandalam mel aksanakanmetodepraktekkerja apangan
yaitudimulaidenganpersiapan judul,
persiapandal ampenentuanpel aksanaanpraktek,
sertamel akukan konsultasi kepadadosenpembingbingutama yang
telahditentukandan pembingbinglapangan yang tel ahdig ukan.
b. TahapLiberatur
Padatahapi ni penulismencarisumber data dokumen - dokumen,
dalam menyel esaikanpenulisanlaporansepertibuku -  buku,  undang-undang,
media teknol ogiseperti internet dandaftarlainnyabaik yang bersumberdaripustaka.
c. Observasiliberatur
Tahapsel anjutnyapenul i sakanmel akukanpeni njauansecaral angsungkepada objekpa
jakpraktekK erjal apanganuntukmengetahuitentangpengaruh penyuluhanperpaj akte

rhadappenerimaanpaj akdikantorpel ayananpajak pratamabinjai.



d. Pengamatan data.
Padatahapi ni penulisakanmengumpul kan data
denganlengkapdengancara pengambilan data
secaral angsungpadasubjeksebagaiinformasi yang relevan

e. Analisa data danevaluas
Setel ahpenulismengumpulkan data
denganlengkapdarisubjekpa akkemudian dilakukandenganpengelompokan  data
untukmemudahkandal ammeninjautingkat kepatuhanpelaporan SPT  WajibPajak

Orang Pribadi di kantorpelayananpaak pratamabinjai.

1.5 Metodepengumpulan Data Penelitian

M etodepengumpulan data
dalampel aksanaanPenelitiandilakukan dengancaramengel ompokkan data

bai kdengandil akukannyawawancaraterhadapobjek pajakmaupunstudidokumen.

1.6 SistematikaPenulisan

Untukdapatmel engkapi danmenyel esai kanpokokpermasal ahan yang
akan dijelaskansebelumnya, makapenulisakanmenyaji kansecarasi ngkatmengenai apa
yang akandibahaspadal aporantugasakhirini. Adapun yang

men; adi si stemati kapenulisan tugasakhiriniakandibagimenjadi lima (5) babantaralain:



BAB | PENDAHULUAN
Da ambabi nipenulisakanmengurai kanl atarbel akang, identifikasimasal ah,tujuandan
manfaatpraktekK erjaLapangan,  metodepraktekkerjalapangan,  metode pengumpulan
data praktekkerjal apangandansi stematikapenulisan.
BAB I LANDASAN TEORI
Padababi nidi ura kantentangpengertian-pengerti ansecarateoriti sbesertateori seperti
PengertianPgj ak, fungsipajak, jenis-jenispajak, azaspemungutanpgj ak,
syarat pemungutanpgjak, sistempemungutanpajak.
BAB |11l GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK
Bab inidiurakantentangsgarahsingkatberdirinya  Kantor  PelayananPgak Pratama
Binjaistrukturorganisasi, kedudukan, tugasdanfungsi, sertakebijakankantor.
BAB IV ANALISISDAN PEMBAHASAN
Padababiniakandiura kantentanganalisa data yang tel ahdiperol ehdarisubjekpajak, yang
telahdikelompokkandan di eval uasi sertamemberikaninterpretasidalam menjawab
setiaprumusanhasi | penelitiandari pemecahanmasal ah.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
TujuandaripeneitianTugasAkhiriniadal ahuntukmengetahui:
a. Tingkat kepatuhanpenyampaian SPT TahunanPg akPenghasilanWagjibPajak Orang
Pribaditahunpajak 2016-2018 di Kantor PelayananPajakPratamaBinjai.
b. Hambatan yang mempengaruhitingkatkepatuhanpenyampaian SPT
Tahunan PgjakPenghasilanWgjibPgjak Orang Pribadi di Kantor

PelayananPgjakPratama Binjai



M anfaatPenelitianHasi | dari penelitiani nidi harapkandapatmemberikanmanfaatbagi:

a. Pengelola Kantor

Pel ayananPaj ak PratamaBantul Hasi | penelitiani nidapatdi gunakansebagai masukand
anbahanpertimbangandal amusahameningkatkan kepatuhanpenyampaian SPT
TahunanPaj akPenghasilanWgjibPgjak Orang Pribadi.

. PengelolaUniversitas HKBP NOMMENSEN Medan
HasiIpenelitianinidapat digunakansebagal perbendaharaan,referensi perpustakaanba
giUniversitas HKBP NOMMENSEN Medan
PenelitiM emenuhisalahsatusyaratdalam menyelesaikan  program  studi DIl
Administrasi perpajakanFakultasEkonomi Universitas HKBP NOMMENSEN

Medan danmeraihgelarAhliMadya.



BAB 11

LANDASAN TEORI

Paj ak

2.1 PengertianPajak

Beberapaahlidal ambi dangekonomimemberikandefinisipajak yang padahakikatnya

mempunyai pengertiandantujuan yang sama. Untuklebi hmemahamipengertianpajak, maka

dikemukakanbeberapadefinisipaj ak.

M enurutUndang-undang No.16 Tahun 2009, pasal 1 angka 1
tentangperubahanketi gaatasUndang-undang No.26 Tahun 1983 tentangketentuanUmumdan Tata

Cara Perpgjakan (KUP) bahwa

“PajakadalahkontribusiWajibPajakkepadanegara yang terutangoleh orang
pribadiataubadan yang ber sifatmemak saber dasar kanundang-
undangdengantidakmendapatkanimbalansecar alangsungdandigunakanuntukkeperluan

Negar a bagisebesar -besarnyauntukkemakmuranrakyat™. *

'UndangUndangK etentuanUmumdan Tata
car aPer paj akan,K ementrianK euanganRepublikl ndonesiaDirektoratpenyul uhanpel ayanandan humas, 2011 UU
No.16



Menurut P.J.A. Andriani,bahwa

“Pajakadalahiuranmasyarakatkepadanegara (yang dapatdipaksakan (yang terutangoleh
yang wajibpajakmembayarnyamenurutperaturan-peraturanumum  (undang-undang)
dengantidakmendapatpr estasikembali yang langsungdapatditunjukdan yang
gunanyaadalahuntukmembiayaipengeluar an-

pengeluaranumumberhubungtugasnegarauntukmenyelenggarakanpemerintahan”. 2

Menurut Mr. Dr. N.J.Feldman

“Pajakadalahprestasi yang dipaksakansepihakol ehdanterutangkepadapengusaha (menurutnorma-
norma  yang ditetapkannyasecaraumum) tanpaadanyakontra-prestasi, dansemata-

matadi gunakanuntukmenutuppengel uaran-pengeluaranumum”

Berdasarkandefinisidiatas ,dapatdisimpul kanbahwapaj akmemilikiunsur-unsursebagai berikut:

a. luranrakyatkepada Negara Yang berhakmemungutpaj akhanyanegara.
lurantersebutberupauang (bukanbarang)

b. BerdasarkanUndang-undang

c. PgakdipungutberdasarkanataudengankekuatanUndang-undangsertaaturan-
aturanpel aksanaannya.

d. Tanpg asatimbal ataukontraprestasi Tanpg asaatauti mbal bali kataupunkontraprestasi darineg

ara yang secaral angsungdapatditunjuk.

“PriantaraDiaz,Per paj akanl ndonesia,edisirevisikedua,Mitrawacana Media, Jakarta2013
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Dalampembayaranpaj akti dak dapatditunj ukanadanyakontraprestasi individual
olehpemerintah.
e. Digunakanuntukmembiayairumahtangga Negara yaitupengeluaran-pengeluaran yang

bermanf aatbagi masyarakatl uas.

2.2 FungsiPajak

Adapun yang menjadifungsi pg akadal ahsebagai berikut:

a. FungsiPenerimaan (Budgetair)
Y aitubertuj uanuntukmemasukkanuangsebanyak-banyaknyakekas Negara
untukkeperluannegarauntukkeperluanpengel uaranrutindanpengel uaranpembangunandan
bilaadasi sa (surplus) akandigunakansebagai tabunganpemerintahdaninvestasi pemerintah.
b. FungsiMengatur (Regulerend)
Paj ak sebagai a atpengaturkehi dupanekonomi denganj alanmempengaruhi produksi,

konsumsi, perdagangandanperkembanganharga.

2.3 JenisjenisPajak

Dapatdi golongkanmenjaditiga enisyaitu: menurutgolongan, sifat, danlembagapemungutnya.

a. MenurutGolongan
PajakLangsung
Paj aklangsungyaitupajak yang
harusdi pi kul sendiriol ehwaji bpaj ak danti dak dapatdi bebankanataudilimpahkanke

pada orang lain. Contohnya: PajakPenghasilan (PPh)
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PgjakTidakLangsung
Paj aktidaklangsungyaitupajak yang
padaakhirnyadapatdi bebankanataudilimpahkankepada orang lain. Contohnya:
Paj akPertambahanNilai (PPN )

b. MenurutSifatnya
Pajak Subjektif
PajakSubjektifyaitupgak yang berpangkal atauberdasarkanpadasubjeknya,
dalamartimemperhatikankeadaandiri\WajibPajak.
PajakObj ektif
Pajakobjektifyaitupajak yang
berpangkal padaobj eknyatanpamemperhati kankeadaandiri\WajibPaj ak

c. MenurutLembagaPemungutnya

Jenispaj akdapatdibagimenjadidua, yaitujenispajak yang dipungutolehpemerintahpusat

(pajakpusat) danjenispajak yang dipungutol ehpemerintahdaerah (pajakdaerah):

Paj akpusatadal ahjeni spaj ak yang di pungutol ehpemerintahpusat yang
dalampel aksanaannyadil akukanol ehK ementerianK euanganyaituDirekturJenderal Paj ak.
Hasildari pemungutanpaj akpusatmerupakanbagi andari pemeri ntahanggaranPendapatandanBel anja

Negara (APBN).

Adapunjenispajakdaerahterdiridari :

1. Pajak Hotel
2. PgjakRestoran

3. PagjakHiburan
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8.

0.

PgjakReklame

PajakpeneranganJalan

PajakMineral bukanLogamdanBatuan

PajakParkir

Paj akpengambilandanPemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

PajakSarangBurungWal et

10. PBB(PajakBumidanBangunan)

11. BPHTB (Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan

2.4 SistemPemungutanPajak

a. Officia Assessment System

Officia assessment system adal ahsesuatusi stempemungutan
memberiwewenangkepadapemerintah

untukmenentukanbesarnyapajakterutangol enWajibPaj ak.

. Self Assessment System

Self assessment system adal ahsuatusi stempemungutanpaj ak
memberiwewenangkepadawajibpaj akuntukmenentukansendiribesarnyapag ak

terutang.

. With Holding System

With holding system adal ahsuatusi stempemungutanpajak
memberiwewenangkepadapi hakketiga (bukanfiskusdanbukanwajibpaj ak

bersangkutan) untukmenentukanbesarnyapajak yang terutangol enwajibpajak.
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2.5 PelaporanPajak Orang Pribadi

SuratPemberitahuanatau SPT untukwajibpajakpribadimemilikitiggjenis, yaitunSPT 1770, SPT
1770S, dan SPT 1770 SS. Sebelumlebihjauhmembahastentangbagai manacaramenggunakan E-

Filing untukpel aporanpaj ak, sebaiknyakitaketahui duluperbedaantigajenis SPT ini:

1. SPT1770
SPT 1770 memiliki format yang paling komplekskarenaterdiridariempatlembar, yaitul
lembar SPT indukdanlampiran 1770-1, 1770-11, 1770-1ll,dan 1770-1V. SPT
inidigunakanjikaAndamasukdal amkriteriaberikut:
memilikipenghasilandari usahaataupekerjaanbebas yang
menyel enggarakanpembukuanatau Norma PerhitunganPenghasilanNeto
memilikipenghasilandari satuataul ebihpemberikerja;
memilikipenghasilan yang dikenakanpajakbersifat final atauPajakPenghasilan
Final;
sertamemilikipenghasilan lain sepertihadiah, sewa, penjualan, warisan, dan
lain-lain.
2. SPT1770S SPTjenisinimemiliki 1 lembar SPT indukdan 2 lembarlampiran SPT yaitu
SPT 1770 S-1 dan 1770 S-11. SPT inidigunakanuntukAnda yang
merupakankaryawanataupensi unandari satuataul ebi hperusahaan;
memilikipenghasilandalamnegerilainnyasepertiroyalti, hadiah, sewa, penjuaan,
dan lain-lain;
memilikipenghasilan yang dikenakanpajak final sepertibungadeposito,tabungan,

penjualansaham di Bursa Efek, pemilikanhaktanahdanbangunan,dan lain-lain.
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3. SPT1770SS Iniadalah format SPT yang paling sederhanadanhanyasebanyaksatulembar.
SPT
ini hanyamemuati nformasi penghasi | andanhutangwaj i bpaj akdal amsetahuntanpaperincian.
SPT  inidigunakanolehpekerja yang  memilikipenghasilantidaklebihdariRp 60
jutadanhanyabekerjauntuk satupemberikerjaSel anj utnyaadal ahmengenai carapel aporanpaja

kdengan E-Filing.

untukmel akukanpelaporan SPT online dengan E-Filing. Adapunpersyaratanuntukmenggunakan

E-Filingpajakadalah :

1. Kode EFIN (Electronic Filing Identification Number)
2. SPT baikdal ambentuklembaranatauel ektronik (disampai kanlewatemail )

3. Sudahterdaftar di OnlinePajak

Selanjutnya, perhatikanlangkah-langkahberikutiniuntuk proses E-Filing Dapatkan EFIN
terl ebi hdahulu.Untukbisamel akukanpengisian E-Filing, terlebihdahuluharusmendapatkan EFIN.
Jikasudahmemiliki EFIN dansertifikatel ektronikmakatidakperlulagimeminta EFIN baru. Yang
dimaksuddengansertifikatel ektronikadal ahsertifikat yang
berisitandatanganel ektronikdani dentitaswajibpaj ak.

Sertifikatel ektronikdiberi kanpihak DirjenPg akpadaPengusahaK enaPajak (PKP)
sebagai buktiotentikasi penggunal ayananpgj ak, bai kberupaaplikasi pajakyang
disediakanol ehDirjenPajakmaupunlayananpermintaanNomor  Seri  FakturPagjakmelaluiwebsite.
Bagi yang belum, harusmenggukanpermohonan EFIN  ketempatpel ayananpgak,

denganlangkah-langkahsebagai berikut:
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1. Masukke link https://djponline.pajak.go.id/account/loginkemudianpilih menu

“pbelumterdaftar? Daftar di sini”

o DJP Cnline - Login

Lo s s

a0V THTR T ke

B mEronms 1w ek Y O o
A e Pl R A e

Al TR by how ity ¥ B W =i 1R
B LT

2. Langkahkeduaadalahmemasukkannomordarikartu NPWP dan EFIN yang telah di

terimalaluklik “Verivikasi”

7 BJF Online

Rl m e | [ rong | ey
e

e

il f l | —_

et




3.selanjutnyaakanmenujuhalaman yang menunj ukkani dentitasA ndasecaraotomatis.
Periksakembaliapakah data yang terterasudahbenar. Lalubuat password sesuaikeinginandanklik

“Simpan”

Hegietas m:-'l-u | ey | £ty

4. Setelahitucekpesanmasuk di  email Anda. Andaskanmendapatkan email yang

beriskannomoridentifikasidan password (kata sandi), serta link aktivasi. Klik link

tersebutuntukaktivasi
(4 ] 2 ] B S B dnas & - Mo -
“B-Fling] Akles &n
T e b i Tl - =
?‘ Iraefers = Erginh=  Taaeaby mivcem Fim oitde Ingpowdan =

' AU FHORHASH amg ter e

Thsmd K3 s it lilar 2 EGag DU st Sars gifs] ISP & Sl ® L siden
R 1 Tt I

ik Swrnme ke Anse =arcs Teepaldfiecnyd tersbib dabcin sk B D shacah el e nengaildearn
e PR L L L PR R A B L R AT A R R

i ol v AN arnal kb o G0 S Tl R ey T "I
e

4

Sumbergambar: pajak.go.id

L ogin danlaporkanpembayaranpajak online
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Setel ahdaftardanmemilikiakun, sekarangA ndatinggal mel akukan proses
pel aporanpembayaranpaj akdan upload SPT.

kesitushttps://djponline.pal ak.go.i d/account/| ogindenganmemasukkannomorkartu

1. Login
NPWP dan password Anda.

+LJP Online - Logar 2.

=3

untukdiarahkankehalaman “Daftar SPT”. Laluklik “Buat SPT”

2. Klik “E-Filing”
Andaakanmenemukanadapertanyaan-pertanyaan

yang

untukmenujukehal amansel anjutnya.
bertujuanuntukmenentukanjenisformulir SPT Anda (1770, 1770-S, atau 1770-SS).

E-Filrny &SP
(1] dam aw -

LRSS LTS P T LR AL PR B

AIEARANEE §E ST TLUR] UL EET B PR R AR T R T G DM T

ooy Mae a7



3. KemudianAndabisamemilihapakahhendakmengisi

denganformulirataupertanyaanpanduan.

Ands Dapat Mengunakan formulir 1770 5, pilikiah form yang slan dgunaksn
& Coevuan Mariien ot

BentukFormulir

e
Fost

ey e R M Wi P e A s o
e

. —

Denganpanduan

E

Prfinn Db duilety o arignis g bl s e, - ,
e iy LR GBS IR VI TR TRAT BT PIA Fokarke Bedas

LN W M TR e L g o R el

b K, oo v | B

P Fanag T

Pk e TR S s lbln bl A Pl ey Fuseml et lebl vatu il miba beaal Lo e el s sl AT Eteu
il s Hane

Plaatonsan Knscfbas Fapajikmn Faresd (T .

it it oleruteartids ek sl o e il ik i Bt

T e LI B, b e e e . £
AT b s o, (s s Pt ek
Pt b i b i i SAzghab Barghomiiom Bruts Ve drely Perdeh pelorms sy sl Sormerg daci 88 Jots Bupiah?
ZmEE m TR IR AT G g A e AT e
o

1" ghini An Sl (B0 T e BRI
Do I DT T e e TTRE P

S ' R il b Tobasr Maia wam

Aads Mg b rgenabe n e il TP 8 bk T g 2k o Jiassdar,
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4, Isi semuahal amansampai denganhal amanterakhir. Kemudianklik “disini”

untukmemintakodeverifikasi. Kodeverifikas akandikirimkanke email.

5. Langkahselanjutnyaadalahklik “Kirim SPT”. Terakhir, simpan data yang sudahdiisidenganklik

“Simpan”.

Sumbergambar :pajak.go.id
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BAB |11
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KKP)

PRATAMA BINJAI

3.1 Sgarah Singkat
Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pgjak (KPP),kantor ini bernama Kantor Inspeksi
Pgjak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pgjak diubah menjadi Kantor Pelayanan
Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.
Kantor Pelayanan Pgjak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam
rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pgjak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan
sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :
1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.
Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai
1. April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pgjak,

yaitu :

1. KPP Medan Utara.
2. KPP Medan Timur.
3. KPP Medan Barat.

4. KPP Medan Binjai.
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Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tangga 23 Juli
2001 perihal Kantor Pelayanan Pgjak, jgaran kantor wilayah | Direktorat Jenderal Pagjak
Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL | DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor
Pelayanan Pgjak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:
1. KPP Medan Timur, berdomisili di J. Diponegoro No. 30A Medan.
2. KPP Medan Kota, berdomisili di J. Diponegoro No. 30A Medan.
3. KPP Medan Barat, berdomisili di J. Sukamulia No. 17A Medan.
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di J. Diponegoro No. 30A Medan.
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di J. AsramaNo. 7A Medan.
6. KPP Binjai, berdomisili di J.Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001
tentang “Koordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi
Direktorat Jenderal Pgak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis
instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pgak
Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pgjak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja
sebagai berikut:

a. KotamadyaBinja

b. Kabupaten Langkat

c. Kabupaten Deli Serdang
Kec. Labuhan Deli

Kec. Sunggal
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Kec. Pancur Batu
Kec. Hamparan Perak
Kec. Sibolangit

Kec. Kutalimbaru

d. Kabupaten Tanah Karo.

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pgjak Nomor KEP-
95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pgjak Sumatera Utara |l serta Kantor Pelayanan Pgak Pratama dan/atau Kantor
Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpgjakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pgjak Sumatera Utara |, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Riau dan Kepulauan
Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pgjak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pgjak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak
Binja berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor
Pelayanan Pgak Pratama Binja telah menjadi Kantor Pelayanan Pgjak Modern dimana
pelayanan perpgjakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Binjai
memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

a. KotamadyaBinja

b. Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instans Vertikal Direktorat Jenderal Pgak, pelayanan
Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah
daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
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1. Kedudukan, Tugas, Fungs, dan Struktur Organisas
1. Kedudukan
KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pgjak yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pgjak Sumatera Utara Idan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binja
terletak padajaan Jambi No. 1, Binjai
1. Tugas
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan
pengawasan Wagjib Pgjak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Pgak Tidak langsung
lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
1. Fungs
Daam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Binjai memiliki fungsi:
a Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potens
perpaakan, penyagjian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,
serta penilaian objek Pgjak Bumi dan Bangunan sektor P3;
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
C. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpgakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e Pelaksanaan registrasi wajib pagjak;

f. Penatausahaan piutang pajak dan pel aksanaan penagihan pajak;
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. Pel aksanaan pemeriksaan pajak;

h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpagjakan Wajib Pgak;
i Pelaksanaan konsultasi perpaakan;

J- Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;

K. Pembetulan ketetapan pajak;

l. Pel aksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pgjak.

1. Struktur Organisas
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Binjai adalah:

a Subbagian Umum dan K epatuhan Internal

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan

rumah tangga, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap

kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi

perbaikan proses bisnis.

b. Seks Pengolahan Data dan Informasi

Seks Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pencarian, dan pengolahan data, penygjian informas perpgakan, perekaman
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengaokasian
Pgjak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT

dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan |aporan kinerja.

. Seksi Pelayanan

Seks Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk

hukum perpgjakan,pengadministrasian dokumen dan berkas perpaakan,
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penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpaj akan.

. Seksi Penagihan

Seks Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang
pajak, penundaan dan angsuran tunggakan paak, penagihan aktif, usulan

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

. Seks Pemeriksaan

Seks Pemeriksaan mempunya tugas melakukan penyusunan rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pgjak serta administrasi pemeriksaan

perpaakan lainnya.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seks Ekstensifikasi Perpgjakan mempunyal tugas melakukan pengamatan potensi
perpaakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran
basis data nila objek paak daam menunjang ekstensifikasi, melakukan
penyuluhan perpajakan, dan lain lain.

. Seks Pengawasan dan Konsultasi |

Seks Pengawasan dan Konsultasi | mempunyai tugas melakukan konsultasi
teknis perpgjakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat

Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya
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h. .Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultas IlI,
Pengawasan dan Konsultasi 1V
Seks Pengawasan dan Konsultasi 11,1,V mempunyai tugas melakukan
pengawasan kepatuhan kewagjiban perpgakan wajib pajak, menerbitkan surat
himbauan kepada wajib pgak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja
wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi,
usulan pembetulan ketetapan pagak, usulan pengurangan Pagjak Bumi dan

Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

i. Kelompok jabatan fungsiona
Kelompok jabatan fungsional mempunya tugas melakukan kegiatan sesual

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan nya.
Tabd 3.1
No | Keterangan Jumlah Pegawai
1 | KepaaKantor 1
2 | KepalaSeksi 10
3 | Seksi PDI 8
4 | Seksi Pelayanan 14
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5 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | 9
6 | Seksi Pemeriksaan 4
7 | Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 13
8 | Seks Pengawas dan Konsultasi | 5
9 | Seksi Pengawas dan Konsultasi II, I11, 1V | 28
10 | Seksi Penagihan 5
11 | Fungsional Pemeriksa 11

Jumlah Pegawai di KPP Pratama Binjai untuk setiap seksi

SUMBER: KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BINJAI

Gambar 3.2 struktur Organisasi KPP pratama Binjai

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

SEKSI PENGOLAHAN
DATA DAN INFORMASI

SUB. BAGIAN UMUM DAN
KEPATUHAN INTERNAL

SEKSI PENGAWASAN DAN
KONSULTASI 1
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SEKSI PENGAWASAN DAN
KONSULTASI 11

SEKSI PEKLAYANAN

SEKSI PENGAWASAN DAN
KONSULTASI 111

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PENGAWASAN DAN
KONSULTASI 1V

SEKSI PEMERIKSAAN

SEKSI EKSTENSIFIKASI FUNGSIONAL DAN

DAN PENYULUHAN PEMERIKSAAN
Sumber:Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama
Binjai

Vis dan Misi DJP

Vis adalah gambaran keadaan organisas yang ingin dicapai di masa mendatang yang
merupakan arahan yang bersifat menyeluruh bagi organisasi.

Vis tersebut merefleksikan cita-cita Direktorat Jenderal Pgjak untuk menjadi lembaga
administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua wajib pajak secara adil
dan memberikan pelayanan prima melaui teknologi. Sehingga mendapat pengakuan dari
masyarakat bahwa segala eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas

tinggi dan mampu memenuhi harapan masyarakat serta dalam menjaankan tugas dan
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pekerjaan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip mora yang
diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji.Selain itu memiliki
kompetensi di bidang profes dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan
kompetensi, kewenangan serta norma-norma profes, etika dan sosial.
mis adalah pernyataan fundamental tentang alasan atau tujuan keberadaan
menerangkan mengapa organisasi itu ada, cara yang digunakan atau aktivitas utama yang
dijalankan organisasi untuk melakukan fungsinya.
Misl tersebut merupakan suatu pernyataan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan
tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai penghimpun penerimaan negara di
bidang perpajakan.

1. Tujuan dan Saran
Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapal organisasi dalam jangka
panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan

misi organisasi. Adapun tujuan dari Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Binjai adal ah:

a Peningkatan pelayanan perpa akan.
b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pgjak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
C. Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
d. Peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia.

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal. Tujuan
eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada wajib pajak meliputi peningkatan pelayanan
perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP

30



meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan
sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informas,
anggaran, dan sumber daya manusia.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang
ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan merupakan tujuan yang bersifat
operasional. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat
dicapai, berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun.

Daam rangka mencapal tujuan DJP yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran
yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan
tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria sebagai berikut (SMIART) :specific
(spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (berkaitan), dan time phase

(berdasarkan jangka waktu).

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis KPP Pratama Binja Adalah sebagai
berikut :
1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Pemenuhan layanan public
3. Kepatuhan Wajib Pgjak yang tinggi
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan penyuluhan

5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SPT
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8.

0.

Meningkatkan ekstensifikasi perpajakan
Meningkatkan efektivitas pengawasan
Meningkatkan efektivitas

Pemeriksaan

10. Meningkatkan efektivitas penegakan hokum

11. Organisasi sehat yang berkinerjatinggi

12. SDM yang kompetitif

13. Pelaksanaan anggaran yang optimal
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